PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO

Salinan

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

NOMOR 13 TAHUN 2011
TENTANG

PAJAK PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Momor 28

Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
maka Peraturan Daerah yang mengatur Pajak Parkir
perlu diganti;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a,

diatas, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak
Parkir.

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat [I di lingkungan Propinsi Jawa Timur
(diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950) ;

. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa {Lembaran Negara
Tahun 1997, Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3686) scbagaimana telah diubaha dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000, Nomer 129, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3987);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3815);

. Undang-Undang MNomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 [Lembaran
Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4844);



5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

10.

11.

12,

13.

14.

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5049),

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undarigan
(Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 teni:a,ng
Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang
jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan
Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri Oleh
Wajib Pajak (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 153,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5179 ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;

Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 2 Tahun
1088 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabuparten Bojonegoro
(Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1988
Nomeor 2 Seri C);
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomar 7 Tahun
2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro
Tahun 2008 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun
2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun
2010 Nomor 6) ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
Dan .
BUPATI BOJONEGORO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK PARKIR.

BAB1
HETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.
5. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.

2

4, Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan

Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Daerah adalah Bupati.

daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, balk yang melakukan usaha maupun yang tidak melakulan
usaha yang meliputi perseroan ferbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan nama dan
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
politik, atau organisasi lainnya, lembaga bentuk badan lainnya termasuk
kontrak investor kolektif dan bentuk usaha tetap.

Pajak Parkir adalah pajak atas Penyelenggaraan Parkir diluar badan
jalan, baik dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu
usaha termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3
(tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.
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Pajak Yang Terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan

data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak vang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan
penyetorannya,

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPFTFD
adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang sclanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat keterangan pajak yng menentukan besarnya jumlah pokok pajak
yang terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan
pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrative, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari
pada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrative
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak
Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.



Pasal 4

(1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melalukan
parkir kendaraan bermotar.

(2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang
menyelenggarakan tempat Parkir.

BAB Il
DASAR PENGENAAN, TARIF, DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

{1} Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau Vang
seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

(2) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan
kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 6

Tarif Pajak Parkir ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal T

Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan
tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Pasal 8

Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat parker
berlokasi.

Pasal 9

Masa Pajak Parkir adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
kalender,

Pasal 10

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat pembayaran kepada
Penyelenggaraan parkir atau sejak diterbitkan SPTFD.
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BAE IV
PEMUNGUTAN PAJAK PARKIR

Pasal 11

Pemungutan Pajak Parkir dilarang diborongkan.

Wajlb pajak yang memenuhi kewajiban perpajakean sendiri dibayar
dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKET.

Wajib pajak yeang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dengan
menggunakan SPTPD sebagaimana dimaksud pada avat (2) wajib
mengisi SPTPD dengan jelas, benar lengkap dan ditandatangani oleh
Wajib Pajak atau kuasanya, serta disampaikan kepada Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk. e
SPTFD scbagaimana dimaksud pada ayat (3] digunakan untuk
menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang,

Pasal 12

Dalam jangka walktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajal,

Bupati atau pejabat vang ditunjuk dapat menerbithkan :

a. SKPDEKE dalam hal :

1) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain,
pajak yvang terutang tidak atau kurang dibayar;

2) Jika SPTPD tidak dizampaikan kepada Kepala Daerah dalam
jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak
disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam
surat teguran;

3) Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipemuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan.

b. SKDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula
belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak
yang terutang.

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan
jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit
pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi
administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen| sebulan dihitung
dari pajak yvang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu
paling lama 24 {dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya
pajak.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrative berupa

kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak
tersebut.



(4]

(3)

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

Jumlah pajak yang terutang dalam SKFDKE sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrative berupa
kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak
ditambah sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk
jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak
saatr terutangnya pajak.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian, penerbitan “ddn
penvampaian SKPD, SKPDKB, SKPDKET, SKPDN lebih lanjut diatur dengan
Peraturan Kepala Daerah.

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

12)

BAEV
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 14

Kepala Daerah dapat menerbitkan STPD jika :

a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar,

b. Dari hasil penelitan SPTD terdapat kekurangan pembayaran
sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;

¢. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrative berupa bunga
dan/atau denda.

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi

administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan

untuk paling lama 15 (lima belas] bulan sejak saat terutangnya pajak.

SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran

dikenakan Sanksi Administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

sebulan dan ditagih melalui STPD.

Ketentuan lebih lanjut mengenai, isi dan Tata Cara Penyampaian STPD

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan

Kepala Daerah.

Pasal 15

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat
Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding vang tidal atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak dan waktunya
dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan

peraturan perundang-undangan.
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BAE V1
KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 16

Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Daerah
atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :

a. SKPDKB ;

b. SKPDKBT ;

c. SKPDLB;

d. SKPDN; dan

e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak Ketiga berdasarkan

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah
Keberatan diajukan secara terfulis dalam Bahasa Indonesia derigh
disertai alasan-alasan yang jelas.
Keberatan harus diajukan’ dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau pemungutan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jika Wajib Pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena
keadaan di luar kekuasaannya.
Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak .
keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) tidak dianggap sebagai Surat
Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Kepala Daerah
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan
melalui surat pos tercatat sebagai tanda buktl penerimaan surat
keberatan.

Pasal 17

Kepala Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan,
sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas
keberatan yang diajukan.

Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang
Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Kepala Daerah tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang
diajukan tersebut dianggap dikabulkan,

Pazal 18
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada

Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang
ditetapkan oleh Kepala Daerah.
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Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam
jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan
dari surat keputusan keberatan tersebut.

Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar
pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan
Banding.

Pasal 19

Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan
sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan
dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sthulan
untuk paling lama 24 {dua puluh empat| bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKPDLE.

Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50%
(lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan
dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan
keberatan.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen]
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian,
Wajib Pajak dikenai sanksi administrative berupa denda sebesar 100%
(seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding
dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum
mengajukan permohonan.

BAB VII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN,
DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 20

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Daerah

dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau

kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Kepala Daerah :

a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative berupa
bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal
sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahannya;
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b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKFDKBT atau STFD,
SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

€. Mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau lketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang
ditentukan; dan

e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau

penghapusan sanksi administrative dan pengurangan atau pembatalan

ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan Peraturan Kepala Daerah.

Pasal 21

Pembayaran pajak parkir dilakukan di Rekening Kas Umum Daerah
atau tempat lain vang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
tanai/lunas.

Apabila pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil
penerimaan pajak oleh petugas harus disetor ke Rekening Kas Daerah
Kabupaten Bojonegoro paling lambat 1 x 24 jam atau dalam wakiu yang
ditentukan oleh Kepala Daerah.

Pasal 22

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis
sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7
{tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

Dalam jangka waktu 7 {tujuh) hari sejak tanggal Surat Teguran atau
Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis disampaikan kepada
Wajib pajak, Wajib Pajak harus melunasi pajak yang terutang,

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang sejenis
sebagaimana pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat
yang ditunjule.

BAB VII
KEDALUARSA PENAGIHAN

Pasal 23

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa apabila telah
melampaul jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat
terhutangnya pajak, kecuali apabila Wajib pajak melakukan tindak
pidana di bidang pajak daerah,
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Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di

atas tertangguh apabila:

a. Ditetapkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan hutang pajak dari Wajib pajak baik langsung
maupun tidak langsung.

Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk

melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 24

Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah

diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana di bidang perpajakan Daerah, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai

negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat

oleh pejabat yvang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan
perundangundangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan

tugas mempunyai Wewenang :

a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau
laporan kerkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak perpajakan Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan Daerah;

d. Memerilksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana dibidang perpajakan Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah;

g Menyuruh berhenti danfatau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan
Daerah,

i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai
tersangka atau saksi;

j.  Menghentikan penyidikan; dan/atau



k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Perpajakan Dacrah sesuai dengan peraturan
Perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidikk pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB IX
HETENTUAN PIDANA
Pasal 25

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dipidana dengan pidanan kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah Pajak terulang yang tidak atau
kurang dibayar.,

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau
mengisi dengan tlidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan
keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah
dipidana dengan pidanan kurungan paling lama 2 {dua) tahun atau
denda paling banyak 4 (empat) kali Jjumlah Pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar.

Pasal 26

Peraluran Daerah ini mulai berlaku pada langgal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Dacrah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Bojonegoro

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 10 Nopember 2011
BUPATI BOJONEGORO,
ttd
HSUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro

pada tanggal 10 Nopember 2011

BEERETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

Drs. IM ORO
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008

LEMEBARAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2011 ROMOR 14.
SEEHETARIS DAERAH EABUPATEN BOJONEGORO

NIP. 19600131 198603 1 008
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PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO
NOMOR 13 TAHUN 2011

TENTANG
PAJAK PARKIR

PENDAHULUAN
Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1998
tentang Pajak Daerah dan diganti dengan Undang-undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, sebagai salah satu upaya untuk
mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab,
pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari
Pendapatan Asli Daerah (PAD) khususnya vang bersumber dari Pajak
Daerah untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat perlu
ditingkatlkan,
Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi

daerah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah, Daerah diberikan perluasan Kewenangan
perpajakan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan
kewenangan kepada Daerah dalam penctapan tarif, berkaitan dengan
pemberian kewenangan dalam penetapan tarif, daerah diberi kewenangan
menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum dalam Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2009.

II. PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1
Culup Jelas.

Pasal 2
Cukup Jelas.

Pasal 3
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat [2)
Cukup Jelas.



Pasal 4
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat {2)
Cukup Jelas.

Pasal 5
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2]
Cukup Jelas.

Pasal &
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pazal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas,

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat (2)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4]

Cukup Jelas.
Ayat (5]

Cukup Jelas.

Pasal 13
Culcup Jelas.



Pasal 14

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Ayat [2)

Culkup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas.
Ayat (4)

Culcup Jelas.

Pagal 15
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayart (2)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
Ayat (3)
Cukup Jelas.
Avat (4)
Cukup Jelas.
Ayat (5)
Cukup Jelas.
Ayat (6)
Cukup Jelas.
Pasal 17
Ayat (1)
Cukup Jelas.
Ayat (2)
Cukup Jelas,
Avat [3)
Cukup Jelas,
Pasal 18
Ayat (1)
Cukcup Jelas.
Ayat (2]
Cukup Jelas.
Avat (3}
Culcup Jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.
Avat [2)

Cukup Jelas.
Ayat (3]

Cukup Jelas.
Avat (4)

Cukup Jelas.
Ayat (3)

Cukup Jelas



Pasal 20
Avat (1)

Cukup Jelas.

Avat {2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

Culkcup Jelas.

Pasal 21
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Culkup Jelas.

Ayat (3)

Cukup Jelas.

Pasal 22
Ayat (1)

Culup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas,

Ayat (3]

Cukup Jelas.

Pasal 23
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Culkup Jelas.

Ayat (3}

Cukup Jelas.

Pasal 24
Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2}

Culcup Jelas.

Avat (3)

Cukup Jelas.

Ayat (4)

Cukup Jelas.

Pasal 25
Ayat (1)

Culkup Jelas,

Ayat (2)

Cukup Jelas,

Pasal 26
Cukup Jelas,

oooooo0000000000000
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18, Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak
Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan
Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah
Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

19. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

20. Pembultuan adalah suatu proses pencatatan yang dilaltukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang
meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumilah
harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuarnigan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode Tahun Pajak tersebut.

21. Instansi Pemungut adalah dinas/badan/lembaga yang tigas pokok dan
fungsinya melaksanakan pemungutan Pajalk.

BAB 1
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK

Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir dipungut pajak atas penyelenggaraan tempat
Parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok
usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pasal 3

(1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan
jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun
vang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat
penitipan kendaraan bermotor.

(2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah:

a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah, Pemerintah
Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah;

b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanyva
digunakan untuk karyawannya sendiri.



